KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang
Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan




Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.
Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Menetapkan fungsi dari Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Samarinda Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

is Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SATUAN
PENGENDALIAN

TUGAS UNIT

GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Susunan Personil Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2025

JABATAN
NO. NAMA JABATAN DALAM SATUAN
TUGAS
1. | Firman Hidayat Ketua KPU Kota Samarinda
Akbar Ciptanto Anggota KPU Kota Samarinda
Arif Rakhman Anggota KPU Kota Samarinda Pengarah
Nina Mawaddah Anggota KPU Kota Samarinda
Yustiani Anggota KPU Kota Samarinda
2. | Uni Eka Wirawati Sekretaris KPU Kota Ketua
Samarinda
3. | Ice Trisnawati Kasubbag Teknis Sekretaris
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum
4. | Doddy Ma’ruf Natsir Kasubbag Keuangan, Umum, Anggota
dan Logistik
5. | Achmad Fachroni Kasubbag Partisipasi, Anggota
Hubungan Masyarakat, dan
SDM
6. | Anggita Ramadhani Kasubbag Perencanaan, Data, Anggota
dan Informasi
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya

Ice Trisnawafi

FIRMAN HIDAYAT




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

URAIAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

UPG KPU Kota Samarinda mempunyai fungsi untuk:

a.

b.

a0

Ice Trisnawati

melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di
Lingkungan KPU Kota Samarinda, PPK, PPS, dan KPPS;

melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Timur
dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Samarinda,
PPK, PPS, dan KPPS;

menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek
pelaporan penerimaan Gratifikasi;

menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi
dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota
Samarinda, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan
kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Timur setiap kali menerima
pelaporan penerimaan Gratifikasi;

. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari

Jajaran KPU Kota Samarinda, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU
Kota Samarinda, PPK, PPS, dan KPPS;

menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan
kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Timur  tentang
perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau
penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Samarinda, PPK, PPS,
dan KPPS;

melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Pemilu dan Hukum,



